PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka dipandang  perlu untuk
melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan
dengan Retribusi Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan
masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan kesehatan di pusat
kesehatan masyarakat .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor , 144,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai
Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata kerja Pertangkat daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan
BUPATI HULU SUNGAI TAENGAH

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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2.
3.

4.
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Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan persetujuan bersama
Bupati.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Dinas.

UPTD adalah Puskesmas beserta jaringannya termasuk pustu, polindes
dan poskesdes

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat adalah jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya
promotif (peningkatan kesehatan) , preventif (pencegahan), kuratif
(pengobatan) dan herabilitatif..

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu
yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum.
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Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna
jasa untuk observasi , diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap..

Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dalam
menempati tempat tidur.

Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan
pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis
yang dilaksanakan di ruang perawatan.

Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk
konsultasi, baik pasien atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli
kesehatan lainnya maupun antar kesehatan lainnya maupun antar tenaga
medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap
kasus penyakit.

Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan specimen yang
dilaksanakan oleh unit laboratorium klinik untuk menegakkan diagnosis
dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan
pemeriksaan specimen lainnya.

Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pembedahan bias
menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
Tindakan Persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa
pembedahan dalam memberikan pertolongan persalinan secara spontan
pervagina.

Tindakan Kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan
secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami
kelainan dibidang kebidanan dan kandungan;

Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu
maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan
tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan
tanggung jawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan
dan konseling kesehatan.

Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan
oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang
memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bias
melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi
Gawat Darurat.

Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) adalah pelayanan yang diberikan
oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk fisioterapi dan ortotile/prostetik.
Tindakan ICU/ICCU adalah tindakan perawat yang diberikan kepada
pasien dengan pemeriksaan monitor EKG, Syring Pump maupun resusitasi
jantung paru.

Diagnostik  Elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan
menggunakan alat elektro dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan.
Pembuatan Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat diatas
sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban
oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya
dimintakan oleh aparat penegak hukum.

General Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk
mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan
pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologi, laboratorium dan
elektromedik.

Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun
tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk
kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya
penanganan pasien.



